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1. Penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Berkas Perkara Polres Tebing Tinggi pada dasarnya telah dilakukan dengan menghubungkan peristiwa kecelakaan, perbuatan pengemudi, korban sebagai pejalan kaki, serta akibat luka yang dialami korban. Dalam berkas perkara, tersangka Tan Khiam Lai dipersangkakan melanggar Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 106 ayat (2) sub Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan pasal tersebut dinilai tepat karena kecelakaan melibatkan kendaraan bermotor dengan pejalan kaki, sehingga pengemudi memiliki kewajiban hukum untuk mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Namun, penerapan Pasal 310 ayat (3) tetap harus diperkuat dengan pembuktian medis, terutama untuk memastikan bahwa luka korban benar-benar memenuhi kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP. 
2. Pembuktian unsur kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Berkas Perkara Polres Tebing Tinggi dilakukan dengan menghubungkan keterangan saksi, kondisi tempat kejadian perkara, arah datang kendaraan, posisi korban, barang bukti kendaraan, keterangan tersangka, visum et repertum, rekam medis, serta rekonstruksi. Unsur kelalaian dapat terlihat dari adanya dugaan bahwa pengemudi kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor di jalan umum, terlebih korban merupakan pejalan kaki yang wajib diutamakan keselamatannya. Kondisi jalan yang cerah, lurus, arus lalu lintas sedang, dan pandangan tidak terhalang juga menjadi keadaan yang dapat memperkuat penilaian bahwa pengemudi seharusnya dapat mengantisipasi keberadaan korban. Meskipun terdapat keterangan bahwa korban tiba-tiba menyeberang, hal tersebut tidak secara otomatis menghapus kelalaian pengemudi apabila alat bukti menunjukkan bahwa pengemudi masih memiliki kewajiban dan kesempatan untuk menghindari kecelakaan. 
3. Pertanggungjawaban pidana pengemudi terhadap korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berdasarkan Berkas Perkara Polres Tebing Tinggi dapat dikenakan apabila terpenuhi unsur perbuatan, kelalaian, akibat, hubungan sebab akibat, dan kemampuan bertanggung jawab dari tersangka. Dalam perkara ini, tersangka sebagai pengemudi kendaraan bermotor dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai dalam mengendarai sepeda motor dan kelalaian tersebut menyebabkan korban mengalami luka. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada Pasal 310, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan memperhatikan Pasal 106 ayat (2) mengenai kewajiban mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan Pasal 90 KUHP mengenai kategori luka berat. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pengemudi, tetapi juga menegaskan bahwa setiap pengendara wajib berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pengguna jalan lain.
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1. Penyidik Satlantas Polres Tebing Tinggi diharapkan lebih memperkuat kelengkapan pembuktian medis dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat. Dalam perkara yang berkaitan dengan Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyidik sebaiknya tidak hanya berpedoman pada keterangan korban atau keluarga korban, tetapi juga melengkapi berkas dengan visum et repertum, rekam medis, foto luka, dan keterangan ahli medis. Hal ini penting agar kategori luka berat benar-benar dapat dibuktikan berdasarkan Pasal 90 KUHP. Dengan pembuktian medis yang lengkap, penerapan pasal terhadap pengemudi akan lebih kuat dan tidak mudah dipersoalkan pada tahap penuntutan maupun persidangan. 
2. Penyidik perlu lebih cermat dalam membuktikan unsur kelalaian pengemudi melalui kesesuaian antara keterangan saksi, sketsa TKP, rekonstruksi, barang bukti kendaraan, dan kondisi jalan. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, kelalaian tidak cukup dibuktikan hanya dari adanya korban luka, tetapi harus terlihat dari cara pengemudi mengendarai kendaraan sebelum kecelakaan terjadi. Oleh karena itu, penyidik sebaiknya menyusun konstruksi peristiwa secara runtut, mulai dari arah datang kendaraan, posisi korban, titik benturan, kecepatan kendaraan, kondisi jalan, hingga kemungkinan pengemudi menghindari kecelakaan. Rekonstruksi dan sketsa TKP perlu dibuat secara jelas agar hubungan antara perbuatan pengemudi dan akibat yang dialami korban dapat tergambar dengan kuat. 
3. Penyidik diharapkan lebih memperhatikan penerapan pasal secara tepat dan proporsional antara Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 310 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Apabila luka korban belum dapat dipastikan sebagai luka berat, penyidik perlu berhati-hati dalam menentukan ayat yang digunakan. Pasal 310 ayat (3) sebaiknya diterapkan apabila sudah terdapat dasar medis yang kuat bahwa korban mengalami luka berat. Sebaliknya, apabila luka korban tidak memenuhi kategori luka berat, maka penerapan Pasal 310 ayat (2) lebih tepat digunakan. Ketepatan penerapan pasal sangat penting agar berkas perkara tidak lemah ketika diteliti oleh penuntut umum.
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